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PENJABARAN PERT ANGGUNGJAW ADAN PELAKSANAAN 
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH 

TAHON ANGGARAN 2009 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 
Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. 

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3988); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kornisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Nomor 4250); 
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5. Unclang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Unclang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-unclangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421 ); 

10. Undang-Unclang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Unclang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

11. Unclang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Unclang - Unclang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

Penjabaran Hal. 2 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
13 I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan clan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor IO Tahun 2009 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2009 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 198); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 197); 

28. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2009 Nomor 28). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2009. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009 terdiri atas : 

(1) Pendapiltan 
•. pendapatan nti dNrah 
b. done perimbor_, 
C. lain-teln � yang Mh 
JumlahP� 

(2) Belonjo 
•· S...n}li Tldak Lengaung 

1. belanjo pegawol 
2. '*-nja bunga 
3. bMnjli subsMji 
4.belanjohlboh 
5. belanjl �ntuan IOSilil 
6. belanjo bogl hoall 
7. btrillnja Mntuan keuangan 
a. beflnja ttlk lefdUQII 

b. Belonjo L.angsung 
1. Belonjo Pegowol 
2. Be&anja Barling dan J•u 
3.BelonjoModol 

Jumlah Belan,111 
Surplus I (Detislt) 

(3) Pembloyun 
•· penenmun 
b. pengelutran 

Jumlah Netto 
SIM lebih pembiayaan angg11ran tahun ber1tenaan 

20,968,296, 139.88 
438,187,834,883.00 

1 537 846 84M.OO 

188,348,149,947 

23,708,488,700 
2,271,174,800 

530,809,806 
23,506, 150,208 

152 225 000 

27 ,208.119,950.00 
118,852,343,785.37 

9"4,669,758,973.20 

480,111,117,848.N 

231,114,IN ... 1.00 

2A0,1211220,1oe.11 
471,043.211,111.17 
(11,371,2A1 ,322.71) 

43,391,557,712.94 
3,591,269,354.76 

39,800,281,Ul.11 
21A;2!,047,0U.47 
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Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagairnana dimaksud dalam Pasal I 
tercantum dalam Larnpiran I ini dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Larnpiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu 
Utara. 

Telab Diperiksa Paraf 

I. Kepala DPKD j, 
2. Kabid Akuntansi " 
3. Kasi Penyusunan Laporan . , 

Keuangan 

Ditetapkan di Masamba 
pada tanggal � Oktober 2010 

BUPATI, 

Diundangkan di Masamba 
pada tanggal 06! Oktober 2010 

H.SY 

BERI ADAERAHKABUPATENLUWUUTARA TAHUN2010NOMOR 25 
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